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| Undaﬂg undang Pertahanan Ke-
amanan Negara. {U.U. No. 20 ta-

Chun’ 1982) daiam pen;e]asan pasal’

30 ayat (2) menyataken : 'Pem-
binaan dan penggunaan kekuatan
Kepolisian Negara Republik Indo-
nesia diarahkan guna terselenggara-
nya tugasitugas Kkepolisian selaku
alat negara penegak hukum dalam
rangka mewujudkan keamanaﬁ dan
katemban masyarakat dengan

a. \. % b ...... c. mencegah
dan menanggu!angi tumbuhnya pe-
 nyakit masvarakat dan ........ "

Apa vang dimaksud dengan penya-
kit masyarakat iidak diterangkan.
Dalam Undang-undang Pokok Ke-
polisian {U.U. No. 13 tahun 1861)
Penjelasan pasal 2 hanya dicantum-
kan "Yang dimaksud dengan
penyakit masyarakat adalah antara
lain : 1. pengemisan; 2. pelacuran;
3; periudian: 4. pemadatan, pema-
bokan; 5. perdagangan manusia;

Rhavanakara 04 . Aorif. 1988

berikan rumus :

8, pengh:sapan {woeker) 7. geian~
dangan.” ‘

Tentang penyakrt masyarakat
sudah banyak dibahas dan ditulis
oleh para ahli, terutama yang mene-
kuni bidang patologi sosial {iimu
penyakit sosial}, masing-masing
mempunyai rumusnya. ;

GILLIN and GILLIN merumus-
kannya sebagai “teriadinya malas-
djustment yang serius di antara ber-
bagai unsur dalam keseluruhan kon-
figurasi kebudayaan sedemikian ru-
pa sehingga membehayakan kelang-
sungan hidup suatu keiompok sosial
atau secara serius menghambat pe-
muasan Kebutuhan asasi anggote
kelompok vang mengakibatkan
hancurnya ikatan sosial mereka”,
{terjemahan Drs. B. SIMANDJUN-
TAIK, S.H. “"Patologi Sosial’’ 1985}

SIMANDJUNTAK sendiri mem-
"Suatu gejala di
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mana tidak ada persesuaian antara

* berbagai unsur dari suatu keselu-.

ruhan, sehingga dapat membahaya-
kan “kehidupan “kelompok, atau

yang sangat merintangl pemuasan

keinginan-keinginan  fundamental
dari anggota-anggotanya “dengan
akibatnya bahwa pengikatan sosial
patah sama sekali.” {hal, 24}.

~ KARTINI KARTONO (daiam

"Patoiogi Somal” 1981) memasuk-

kan ke dalam pengertian penyakit
masyarakat "‘Tingkah laku yang
bertentangan dengan norma keba;k

an, stabilitas lokal, pola keseder-
hanaan, moral, hak milik, solida-
ritas kekeluargaan, . hidup berte-

tangga, disiplin serta kebalkan dan
hukum normal”’.

Polri, untuk pelaksanaan tugas-
nya yang mengenai penyakit masya-
rakat barangkali tidak perlu me-
musingkan diri mencari definisi pe-
nyakit itu yang relevan baginya.

‘Undang-undang Pokok Kepoli-
sian (Penjelasan Pasal 2) telah me-
nentukan bahwa "tugas Kepolisian
Negara ........ ditujukan kepada
penyakit-penyakit masyarakat yang
akan/telah menjadi kejahatan/pe-
langgaran’, Jadi sudah jelas batas-
batas wewenang Polri dalam hal ini,
sebab. apa yang dianggap sebagai
kejahatan sudah tercantum dalam
KUHP dan peraturan-peraturan pi-
dana lainnya, Demikian juga vang
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disebut “pelanggaran’’ dalam KUHP
dan peraturan~peraturan pudana la-

innya.

Mungkln ada yarig bertanya
apakah ge;aia yang termasuk pery-
musan di atas dan yang dapat men-
jadi pelanggaran norma sosial-non-
hukum, perlu juga ditangani oleh
Polri?  Pertanyaan ini dapat d:;a‘
wab dengan makna tugas mewujud
kan ketertiban masyarakat vang
berupa pemeliharaan dan pembmaan '
rasa . teriib dihati masyaraka‘t
dengan utuhnya norma-norma susi-
la dan pergauian khusus yang mut-
lak diperlukan sebagai pend_ukur;_g
bagi perkembangan masyai‘akat
yang subur. Dengan demikian ma-
ka kasus- kasus seperti kenakatan re—
maja tanpa tendensi kriminal, coret-
coret pada benda-benda atau fas|13_~
tas untuk umum dan”-'
lain sebagainya, yang mengganggu
rasa tert:b memasyarakat, menjadi
porsi Polri untuk ditangani. -

Jadi sudah jelas apa vyang di-
kehendaki oleh undang-undang dari
Polri di sektor penyakit masyarakat
ini. ' :

Apabila masih diinginkan ada-
nya suatu definisi bagi penvyakit
masyarakat yang reievan bagi tin-
dakan kepolisian, maka dapat saja
distisin dengan jalan memban.
dingkansifat-sifat ketujuh jenis pe-
nyakit yang disebut dalam Penje-

iy marammrmlrimmem: (348 Awmell TR0




iasan ‘Undang- Undang Pokok Kepo
'%issan tadi, - -

Kuahﬁkasa hasai perbaﬁdargan.

ﬂma xaiah tmgkah faku a’tau 5|§<ap
memal anggota anggota masyara

:'kat pemrangan a au berkeiampok ey
o secara beruiang atau terus-menerus
5 yang oleh sebagian besar masyara

} '_kat U a bagan ganggu
an. yang mengurangl' 'atau mema“_
. _dakan fung5t masyarakap sefuruh-

nya_ atau sebag;an sebagat wadah'_

pemenuhan aspxrast dan kebutuhan
pokok para anggotanya R

Dengan pengeman ini maka da
pat dlsebut penyakit penyakxt ma-
syarakat Iamnya seper‘c;
kalan remaja, aksi coreucoret di
mana-mana, pungutan iiar korups;
\ _kumpui kebo (semenleven) praktek

_ homo—seks dan perbuatan perbuat--.
_ 'an ia;n yang mengganggu

'nahtas pada hakekatnya merupakan

penyak;t masyarakat nomor wahid. .

Bagatmanakah gambaran ten-
tang masyarakat yang berfungsi
normat dinegara kita, dapat kita
inhat dalam perundang-undangan ki-
1a yang menghendaki adanya : ke-

sehazgn_ sosial {U.U. No. 9§ tahun-

1960), kesejahteraan sosial (UU.
No. 6 tahun 1974}, kete_m:efaman
masyarakat (UU No. 20 tahun
1987) dan pelaksanaan hak-hak dan
kebebasan-kebebasan manusia yang
diberikan oleh Undang-Undang Da-
sar kita {tahun 1945).

_merumuskan .

Kena- :

Krimi-

- Dalam tulisan ini selanjutnya

""akan ditampilkan secara sekilas be~ .
' berapa penyakit- penyakst masvara
kat ‘yang kronis dan peran Pom:

daiam menanggu!angmya S

PENGEM%SAN

- Peraturan Pemerintah {R:1. ) No

. 3! tahun 1980 tentang Penanggu

Eangan Getandangan dan Pengem;s
pengemis  sebagai
“orang-orang “vang mendapatkan--

_penghasilan dengan meminta-minia

di muka umum dengan petbagal

- cara-dan -alasan - um:uk mengharap

kan beias kasuhan dan orang Eam

Batasan ini rupanysa dksesuaaixaﬂ
dengan ketentuan yang termuat _c_ia-
lam pasal 504 KUHP, yang meng-
ancam dengan pidana perbuatan
mengemis di muka umum, ialah di-
setiap tempat, termasuk tempat ter-

‘batas (dihalaman rumah, di ‘muka

pintu rumah) bila gerak-gerik min-
ta-mintanya dapat dilihat oleh suapa
saja. at

Menurut pendapat umum," me-
ngemis adalah minta sesuatu, beru-
pa uang, barang atau naftkah,
dengan cara apapun {lisan, tertulis,
dengan gerak tangan &stau dengan
mimik muka) yang menimbulkan
belas kasihan tanps adanys kews-
jiban dari orang vyang dimintai
untuk memberi,

Untuk memancing belas kasihan
ini maka tidak jarang pengemis




“berpuru'a-pura cacat fisik (buta, ja-

lan pincang) -atau mental, dan pe-
ngemis - perempuan tidak sedikit
yang membawa seorang anak - kecil
atau bayi, milik sendiri atau sewa-
-an. . Mengenai penggunaan_anak
untuk keperluan mengemis ini, ada
pasal 301 KUHP vang mengancam
dangan pldana setiap orang yang
menye_r_ahkan -atau - _m_embiarkan
anak 'di bawah. penguasaannya yang
belum berumur 12 tahun dalam ke-
kuasaan orang lain, antara lain
untuk mengemis, [

"BAMBANG SAMPURNO DJA-
T1 dalam skripsinya yang berjudul
“Penerapan pasal 504 KUHP ten-
tang ‘Mengemis di Tempat Umum
dan Pola Penanggulangannya di Da-
erah Jakarta Selatan’ 1984, mene-
mukan faktor-faktor penyebab pe-
ngemisan di daerah ini : 1. tekan-
an -ekonomi, 2. cacat fisik dan
mental, 3. urbanisasi, 4. sifat pe-
malas, = 5. pengaruh kelompok,
6. bencana alam, dan 7. gangguan
keamanan,

Kebanyakan orang vyang me-
ngemis adalah karena cacat fisik
atau mental sehingga tidak dapat
melakukan pekerjaan apapun, atau
karena malas bekerja, sedangkan
dengan mengemis, orang-orang ini
dapat menghidup! diri dan keluar-
ganva. Pengemis-pengemis di Ja-
karta Selatan yang dihubungi BAM-
BANG SAMPURNO DJAT! untuk

skripsinya tadi, berasal dari daerah
Pemalang dan Brebes (Jawa. Te-
ngah}. Di Daerah Pemaiang penge-
mis- pengemis ini dapat menyekolah
kan anak-anaknya tanpa menung-
gak. pemb_ayaran uang _se_koiahn_ya
sedangkan. pengemis- pengemis’ ijéng
berasal dari daerah Brebes ada yang
mempunyai - sawah dan mampu
memblaya; penggarapannya Peng
has;lan “mereka dengan mengemis
pada har; biasa rata-rata Rp 2.500-
per orang sehari {pada tahun 1984)
dan dapat mencapai. Rp. 60;00,_—
pada - hari Jum‘at. Bila mereka
menyewa searang bayi untuk di ba-
wa mengemis, penghasilannya dapat
tebih banyak

Pengemisan di muka umum d;-
ancam dengan pidana, karena selam
mengganaggu ketertiban masyarakat
para pelakunya kebanyakan m_eru_-
pakan pencuri in statu nascendi,
pencuri dalam kelahiran. Bahkan
bila ada kesempatan, mereka dapat
melakukan kejahatan-kejahatan
lain seperti penipuan, perampasan,
dan lain-lain. Memori penjelasan
pasal 504 KUHP menvyatakan bah-
wa pengemisan di Nederland, khu-
susnya di daerah luar kota kadang-
kadang dapat dianggap sebagai su-
atu bencana.

Tindakan kepolisian terhadap
para pengemis sebetulnya tidak su-
kar karena mereka tidak akan
melawan kalau akan ditangkap.
Yang meniadi




masalah ialah . bagaimana agar
mereka tidak mengemis lagi.. Sebab
pidana bagi . pengemisan di muka
umum. hanya kurungan maks:mai
6 {enam) minggu. Sesudah bebas
mereka tentu akan mengem;s lagi.
-Larangan larangan mengemis di ke-
- _Iuarkan di mana-mana dengan pera-

turan - yang .-berwajib. “Gubernur/

: Kepa!a Daerah DKi Jakarta telah
mengeiuarkan surat keputusannya
‘No. "Ca. &/1716/72 “pada” tanggal
3. Maret 1872 tentang larangan
pengemisan -dalam Wilayah DKI
- Jakarta, Polri telah acap kali meng-
adakan -
pengemis terutama yang merupakan
gangguan 'terhadap Jalu-lintas di ja-
lan, tetapi- mereka teta;:) ada di ma-
na-mana.

Pada tahun 1974 ke luar Un-
dang-Undang tentang.kesejahteraan
sosial (UU.. No. .6 .tashun. 1974)
yang menentukan dalam pasal 4,
bahwa tugas pemerintah di bidang
kesejahteraan sosial meliputi @ ",
c. bimbingan, pembinaan dan reha-
hilitasi sosial, termasuk di dalam-
nya, penyaluran kedalam masyara-
kat, kepada warga negara baik per-
orangan maupun dalam kelompok
yang terganggu kemampuannya un-
tuk mbempertahankan hidup vang
terlantar atau tersesat; d ........ "

‘ Pada tahun 1980 ke luar Per-
aturan Pemerintah No. 31 tentang
Penanggulangan Gelandangan dan

razia terhadap pengemis-

Pengemis, yang meliputi usaha-usa-
ha preventif, represif dan rehab;hta-
tif.. L e
Memang, pengemisan perlu. di-
tanggulangi - karena mengandung
bahaya-bahaya;: . .-
— Mengganggu kete_nanga_n _dan
- ketertiban masyarakat ' '
. -— Meningkat men;adl ke_gahatan
‘terhadap-harta-benda,: = .-
~ Menjadi - massal, dengan ak:-
" - bat dekadensi moral, . '
— Menghambat perkemba_ngan
.dan - pembangunan masyara-
P AIATEERER - BT
Yang menghambat penanggma
ngan pengemisan ialah s:kap SIpem-
beri. - Maka segala usaha penang-
gdiangan t:daklah_efekt:f _bl__la__t ak
dibarengi dengan usaha mengin-
syafkan masyarakat bahwa' membe-
ri kepada pengemls menyukarkan
pemermtah dalam menc;ptakan ke-

. sejahteraan | sosnal

Yang -sulit dunsyafkan ~ialah
mereka yang mempunyai keperca-
vaan bahwa memberi akan men-
datangkan rezeki atau kebaikan.
Pengemis dapat hidup berkecuku-
pan tanpa bekerja, karena pemberi-
pemberi ini.

PELACURAN

Pelacuran atau prostitusi adalah
praktek penyerahan tubuh kepada
orang tak terselekst uniuk hubung-




_ se;ems (homo) _

an seksuai dengan menerima imba- -

lan. " Tak terssleksi, karena siapa
saja yang bersedia memenuhi per-
mintaan: imbalan, diterima _untuk
meﬂgadakan hubungan seksiial, dan
imbalan vyang ditentukan btasanya
berupa sejumish uang.
Datam kamus-kamus “tercatat
bahwa pelacur {dalem bahasa resmi
 kita dmamakan wamta-tuna-sus&!a
disingkat WTS) adalah wanita, na-
mun da_lam prakt_e_k-'-ierdapat juga
laki-laki y"arig melacurkan diri kepa-
da wantta -atau - kepada manusia
Adapun hubung
an seksuai menurdt Prof. NOACH,
mempunya; am leblh fuas dar;pada_
persetubuhan meilputl semua per-
buatan yang ciapat memenuht rang-
sangan seksual

Praktek pelacﬁran ddakukan se-

cara terang~terangan atau. terseiu
 bung.
nya secara terang-’cmrangan 1a£ah pe-
lacur-pelacur profesional, yang ber-
praktek dilokasi WTS, dmmah di
hotel “atau di tempat yang dike-
hendaki konsumen. ~ Prostitusi ter-
selubung d:lakukan oleh orang-
orang  vyang mempunya; profesi
kedok, seperti pelayan di warung
makan, pemijat, pembantu mandi
uap , tetapi nafkah terbesar dida-
patkannya dari pelacuran. Ada
lagi segolongan vang di samping
pekeriasnnya vang tetap, selalu ber-
sedia mengadakan hubungan seksu-

Mereka yang mnlakukan .

al dengan imbalan sebaga! na'ﬂ\ah
tambahan. o e

I MADE SUPATRA dalam
skr:psmya - "Suatu study m@nge'
nai peiacuran di Jakarga %987

menyebut sebagal penyebab y:aela
curan _:

} Faktor pembuwaan
— Penyakit histeris;
— Kebodohan; :
e Pengaruh kelenjar ea‘zdo~ '
krin;

— Ingin kaya atau mewah
— Pengaruh umur; dan =

2 Faktor E;ngkungan :
'— Ketidak-bahagiaan da!am

. keh;dupan rumnah tangga

~ Tekanan ekonoml

- — Pengaruh tempat. tinggal

. yang jeiek; '

— Pengaruh pergaulan;

— Pengaruh hiburan,
“biru”, bacaan; .

— Pengarub penjualan ming-
man keras dan obat-obat-
an yang dapat merangsang
seks; :

— Pengaruh kebiasaan masya
rakat untuk berpoligami
gtau kawin cerai;

— Pengaruh germo-germo;

— Kurang berfungsinya nor-
ma vang berlaku, terutama
norma-ncrma susila; .

— Kurang kepercayasn ma-
syarakat terhadap ajaran

FHim




— Pengaruh
amanan

Adapun penyebab~penyebab la-

DE SUPATRA pada obyek-obyek

penehtiannya ialah :

"— ‘Rasa kecewa dan.berontak'
terhadap keadaan yang me_

ngecewakannya

-~ "Balas dendam ‘kepada- arang:‘--
“yang® menyla s;akan kepema 3

yaannya; -
-—.Jiwa petualang; / ;
“'Nafsu seks beriebih Eebnhan
Narsmsme dan
— Dingin di bidang seks {fri-
gid) pada jenis-lawan (banyak
~terdapat di daerah dingin}.

- Pelacuran, di masyarakat ma-
napun dianggap sebagai perbuatan
atau profesi hina 'yéhg melanggar
kesusilaan. Ini terbukti dari sebut-
an-sebutan yang mengandung nilai
merendahkan bagi pelacur.. Sekali-
pun demikian, di negara kita tidak
terdapat pasal dalam KUHP vang
melarang-pelacuran. Yang dilarang
dan diancam dengan pidana dalam
KUHP hanyalah :

— Perzinahan dan keikut-sertaan
nya {Pasal 284);

— Dengan sengaja mendorong atau
mempermudah anaknya, asu-
hannva, atau orang vang dike-
tahuinya masih di bawah umur

gangguan ke-_ :

“berbuat cabul- dengan. . orang -
“iain (pasai 285) dan o n
— Mempunyai. pekerjaan atau.ke-
hiasaan untuk dengan  sengaja
‘mendoreng atau -mer_nperm_u_dah
'p'e'rbulatan : cabu! (pasai : -296).

_Dengan dem:klan maka ada pe _
lacurpe!acur yang . tldak terkena
KUHP. - KUHP kita sebetulnva
adaiah WVS Beianda yang dlb€F~
lakukan di Indonesia dengan pero-
bahan sedikit . sekali, dan hukum
Barat memang berSikap iunak terha

" dap prostitusi.

Berhubung prostitusi menyang-
kut masalah kebutuhan alami ma-
nusia, maka ada kalanya  prosti-
tusi maupun pelacur-pelacur_diper-
gunakan atau dimanfaatkan. unwk
tujuan-tujuan tertentu. Dalam se;a-
rah tercatat pernah adanya spio-

nase di bidang politik, militer,
industri _dan perdagangan, vang
mempergunakan pelacur. Konon

kabarnya, sewaktu tentara Jerman
dalam Perang Dunia | memasuki
wilayah Perancis, para prajurit di-
sambut oleh sejumiah pelacur Pe-
rancis -yang sengaja dilepas untuk
menghambat kemajuan tentara Jer-
mar, {Erich Maria Remargue
dalam bukunya "Im Woesten
nichts Neues'’). Ada jugs negara-
negara yang membiarkan dan meng-
atur prostitusi sedemikian rupa se-
hingga menarik banyak turis asing,




dan’ mendapatkan devisa tidak se-
dikit daripadanya. - Polisi dapat

mempergunakannya sebagai, sumber -

mformam _
Karena eratnya hubungan pros-
.'ttTUSE dengan konsumen - {manusia
;seng, begajui penyeleweng, QVer-
- sex, t:dak setla keseplan mencari

hlburan atau kebu’mhan seksnya_'
'sedang memuncak) yang merupa-'
g kan s;mb;ose antaranya maka ne-

nanggulangan pelacuran tidak mu-
dah_ dliakukan secara efektif bila

" tidak dibarengi dengan usaha peng-

garapan kaum konsumen
Baganmana juga, dI negara kita

peiacuran harus. ditanggu!angl ka-

!au dapa“t dltladakan karena ber-
tentangan dengan agama dan Pan-
casna dan’ mengandung bahaya -ha-
haya :

v Menyebarkan penyaklt kela-
. .min yang berbahaya, dan ti-
~ dak mustahil penyakit AIDS
yang ditakutkan manusia;
- Merusak moral masyarakat;
_dan o '
— Menjadi sarang kejahatan.

Dalam menanggulangi prostitu-
si, pemerintah di daerah biasanya
menentukan suatu tempat untuk
pemukiman sekalian praktek kaum
pelacur. Ini untuk mencegah ja-

ngan sampai para pelacur beropera-
- si‘di mana-mana, dan untuk meng-
amankan penduduk vang baik dari

ulah  pencari seks \/ang kurang
baik "‘lartabatnv;‘ :

Di ibu Kota, lLokalisasi itu
ditentukan dengan surat keputusan
Gubernur KDH DKi No. "Ca.__
7/1/13/70 {27 Apr:l 1970) dan se-.
bagai reai:sasmya Wat:kota Jaka a}j_i
Utara_menunjuk dan mengkukuhﬁ”
kan areal tanah se!uas 20 ha di.Ke- .
lurahan  Tugu Kecamatan i_j\fg;a_

_(Kramat Tunggdm sebagai tempa‘c_.
"pelaksanaan  proyek Eokallsas#reso \

sialisasi WTS {SK No., 27/SKPTS/
11—4/DU/72}. Sebagal penghum'
lokasi .ini drtentukan DA germo
b. wanita tuna susila; dan c. petu-.
gas- petugas vang dltUﬂjUk oleh pe

‘jabat yang berwenang

* Dalam ‘menangguiangi pelacur-
an, terbentang di muka Polri. pe-
kerjaan-pekerjaan : -
*  Selaku penegak hukum :

Mencegah dan menindak - pe-
langgaran-pelanggaran terhadap
pasal-pasal KUHP dan peratur-
an pidana ‘lainnya vyang me-
nyangkut perbuatan cabul dan
pelanggaran kesusilaan;

Selaku pengayom :

Memberikan perlindungan kepa-
da orang-orang vang mengala-
mi perlakuan buruk, pemeras-
an atau ancaman dari germo
atau oknum vang ingin hidup
dari perbuatan cabul orang lain;
dan s :




Selaku pembtmbmg

j-_;Menanamkan kesadaran pada
..masyarakat, - khusus.

ang -bahaya-bahaya wang ter-
_ ';”{.---"kandung dalaf’ﬁ praktek peia»

| -PERJUD!AN
_ Pasai 303 ayat (3) KUHP me-
/ nyatakan "
main judi
yang.. kemungkinan, akan.:menang

pada urmnumnya bergantung pada - L

untung-untungan. ‘saja, - juga - katau

kemungkman it bertambah -besar

karena pemain lebih pandai atau. le-
bih -mahir. -
juga segala pertaruhan tentang ke-
putusan perlombaan atau permain-
an lain yang tidak diadakan oleh
mereka yang turut berlomba. atau
main dfu, demakuan Juga segala
pertaruhan lain”’, ;

~ Perjudian, menﬂrut'Undang-un-
dang tentang Penertiban Perjudian
{UU. No. 7 tahun 19874}, pada ha
kekatnya bertentangan ~dengan
Agama Kesusilaan dan moral Pen-
casila, serta membahayakan bagi
penghidupan dan kehidupan ma-
syarakat, Bangsa dan Negara {kon-
siderans Menimbang dan Penjelasan
Umum). Selanjutnya dalam Penje-
lasan Umum dinyatakan bahwa di-
tinjau dari kepentingan nasional,

.._mereka :
--yang: hidup didunia.gelap, ten-. .

”Yang dumaksud dengan.' :
ialah tiap :permainan

“Main - jlidi ~mencakup.

_penyeienggaraan perjudian mem-

punyai ekses yang neaat:f aam me-.
rugikan terhadap mora! dan mentai
.:aasyarar(at terutama terhada' gé-
neras; muda ' B - -

Berhubung dengan | u maka

-undang—undang tersebut menyata-'
~ kan semua. ‘tindak pidana_ per}u' i-
-an sebagai ke]ahatan (pasa! 1)
' memperbera’c ancaman p;dana

lam. pasai 303 ayat (1} KUH_F’ yang:
d:tu;ukan kepada mereka yang tan- '
pa hak S : : ! B

f--— Dengan sengaja menawarkan
“atau memberi kesempatan
: ‘untuk menjatankan “usaha
'_perjudaan atau dengan se-
'ngaja menaafnun uaglan da
\ '_iarn usaha :tu, i
_ —_Dengan sengaja menawarkan
" atau memberi kesempatan
-~ kepada umum untuk main
judi, atau dengan sengaja
“mengambil  bagian daiam_
usaha itu, biarpun pengambﬁ
an kesempatan itu dtkaltkan
atau tidak dengan suatu sya-
rat atau suatu cara;

- Berpencahanan ikut mam ;u-
di.

Ancaman pidana penjara mak-
simal 2 tahun 8 bulan atau denda
maksimal Rp. 90.000,— dalam
KUHP diubah menjadi pidana pan-
jara maksima!l sepuluh tahun dan




denda maksumal Rp 25. GOO 000 -

(Dua puiuh I!ma juta. rup:ah)

Kemud:an pasai 524"
yang mengancam pidana kepada
orang yang mempergunakan kesem-
patan mam judi. yang daadakan
deagan meianggar pasai 303 KUHP
dan kepada orang yang turut main

' ;udl dl;alan umum ‘atau d:p;nggtr’f

ja¥an atau d;tempat yang dapat
-~ dikunjungi umum-tanpa adanya izin
perjudian itu, oleh UU. No. 7 ta-
hun 1974 dijadikan pasal 303
bis. KUHP, dengan ancaman pidana
mak__sirh_é_i_ p_anjai'_a 4 tahun atau den-
da Rp. 10.000.000,— kepada pen-
judi yang disebut pertama itu, dan
pidana. maksimal penjara 6 tahun
atau denda Rp. 15,000.000,—

Menurut  Penjelasan  KUHP,
yang tidak termasuk perjudian ada-
lah permaman tertentu yang biasa
dliakukan untuk hiburan, Karena
kete_n_tuan ini merupakan pengecu-
alian, maka sudah barang tentu
yang dimaksud adalah permainan
dengan taruhan.

Taruhan memang menarik kare-
na memberi kesempatan menambah
harta milik, SARTONO MUKADIS
(Psikolog) dalam tulisannya berju-
dul : “Judi lebih jahat daripada
narkotik” {Majalah Femina 11 Ma-
ret 1986) menyatakan, bahwa pen-
judi dan orang vang gampang fer-
jerurnus kedunia judi, adalah :

KUHP.

— Orang yang mg:n cepat ber-_
haSiI dengan cara vang mu
...__—___Orang yang menQanUf sistem
nilei. yang tidak jelas; atau
- — QOrang yang’ ke_pribadia'ﬁﬁya
sangat dependent, ia sangat
tergantung pada harapan
yang jauh di luar dirinya:

Main judi dilakukan dengan
berbagai cara, variasinya tak terhi-
tung  jumizghnya, SANTOS0
ROEKSIAS!I  dalam pembuatan
sktipsinya vang befjudul : " Usahia
Penanggulangan Perjudian di.‘-Da'fe_—
rah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya’
tahun 1973, menemukan 18 (dela-
pan belas} macam judi yang dlberi
izin,

Penjelasan UU No. 7 tah_Un
1974 menyatakan, bahwa apabila
Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Nomor IV/MPR/1973 Bab
I1 C angka 5 menyimpulkan, bah-
wa usaha pembangunan dalam bi-
dang materiil tidak boleh melan-
tarkan usaha dalam bidang spiri-
tuil, malahan kedua bidang terse-
but harus dibangun sscara simul-
tan, maka adanya dua kepentingan
yvang berbeda tersebut perlu segéra
diselesaikan. Pemerintah  harus
mengambil langkah dan usaha un-
tuk menerbitkan dan mengatur
kembali perjudian, membatasinya
sampai lingkungan sekecil-keciinya,




untuk akh;mya menu;u ke pengha-

pusannya sama seka'h darl seiuruh

MAT BOED]OETOMO daiam sknp—
~sinya  yang -berjudul . “Masalah
Per}udaan buntut di Tulung Agung
dan .. Usaha
'1982 menjumpa;
judian buntut laiah

3 macam . per

N ’Buntutan taruhan atas 2
angka terakhir dari angka
o yang ke luar sebagal peme'
‘nang - pada suatu Iotere

dengan ‘hadiah 70 kal: vang_

¥ d:pertaruhkan : :
:”Kop" : Taruhan' atas 3 ang-
“ka terakhir dengan had;ah
450 kaiz yang dlpertaruhkan

' 'dan :

— ""Hoki"”, Taruhan atas 4 ang-

~ ka terakhir, dengan hadiah

- 4500 “kali yang “dipertaruh-
kaﬂ_.. o

Dengan kemungkinan mendapatkan’

keuntungan vyang begitu banyak,
maka dapat dimengerti bahwa seka-
lipun - dilarang, orang akan tetap
mencoba untuk melakukannya.

Untuk menindak perjudian se-

S e ' amas arakat daia men Jqula: -
'Sekahpun demlklan R. RACH \ - y y m aﬁQQQ ar.

Penangguiangannya .

: d:berantas
~ tingkat dewasa ini perlu dlusahakan
‘agar masyarakat menjauhi metaku—

 pada

- be't_ul.hy”a "tid’ék:-'-éda" *ke'sul_itan_;.'_tf)agi_-

Polri..‘Akan tetapi karena para pen- -

- judi:selalu- berusaha® untik main

kucmg kucmgan dengan alat nega* :

ra, maka kasus kasus perjudtan se

rta~ '

_ng: nya

Undang undang ‘No. 7 tahun"
1974 tersebut tadi dalam Pen jelasan
menyatakan bahwa ”Perjudlara.

' _ada!ah salah satu penyaklt masya~
" rakat yang ma;nunggaf dengan ke;a-

hatan, yang. dalam proses se;arah
dari -generasi ternyata tidak mudah
Oleh karena itu pada

kan perjudian, perjudian terbatas
‘lingkungan ' sekecil-kecilnya,
dan terhindarnya ekses-ekses nega-
tif yang lebih parah, untuk akhir-
nya dapat berhenti melakukan per-
judian’;  Di sini letak tugas pem-
binaan masyarakat oleh Polri untuk
menanam kesadaran masyarakat se-
sual ‘yang dikehendaki undang un-
dang tersebut.

Menarik untuk diketahui, bah-
wa permainan Hwa Hwee yang se-
falu ditindak oleh Polri sebagai per-
judian, oleh Pengadilan Tinggi Me-
dan pada tahun 1857 tidak diang-
gap sebagai perjudian. Ini di ung-




kapkan oleh SOENARTQ SOERC-
DIBROTO ‘dalam surat terbukanya
vang dimuat dalam. Majalah. Tempo
12. April -1986. - Putusan. Pengadil-
an Tinggi Medan No, 62/1956 tang-
gal 23 Juli1957 menyatakan, bahwa
“"Permainan Hwa Hwee tidak masuk
pengertian’ Main judi’’ {hazards-
pel).. ‘dari . pasal 303.ayat. 3. KUHP,
karena a. tidak ada aktivitas. kedua

- belah pihak, baik pada bandar .

maupun pada.peserta, dan b. tidak
ada aktivitas kedua belah pihak di-
' iakukan pada tempat tertentu pada
waktu yang bersamaan ataupun
yang agak bersamaan. Menurut
‘ Pen’gadilan Tinggi Medan itu, unsur-

unsur penting "rnam 1ucix" adaiah
' antara ia;n :

a. .Aktw}tas pada kedua belah pi-.

. hak, baik pada bandar mau-
pun  pada peserta;
istilah “permainan’’; -

b. -Aktivitas kedua belah pihak di-

-lakukan pada tempat tertentu
pada waktu yang bersamaan
- ataupun yang agak bersamaan;

c. Pada satu kali main, mungkin
yang menang lebih dari seorang
peserta.

Dengan demikian maka menurut
. Pengadilan  Tinggl itu, permainan
Hwa HMHwee hanya masuk pengerti-
n “Undian’’ vang harus ada izin
menurut UU. No. 22 tahun 1954
{tentang Undian).

. pat dinikmati

da(i ity

-Akhirnya mengenai perjudian,
penanggulangannya menuntut -keta-
jaman pengawasan Polri jangan_-_s'am_;
pai daerahnya kemasukan kegiatan
perjudién Main judi, selain rﬁem—
punvyai SBQ!-SEQI negatif seperta yang
digambarkan di atas, secara - .Eang
sung membahayakan ketem:eraman
dan kehldupan keluarga yang ter~
ancam keludesan harta benda dan
kesengsaraan. ' '

PEMADATAN -

Istilah  pemadatan barangkai;
berasal dari zaman pen;ajahan se-
waktu orang awam hanya meénge:
nal madat aiau candu {opium)} se-
bagai satu-satunya bahan yang da-
dengan cara meng-
isap, dan orang dapat “'kecanduan”

" atau  ketagihan pada bahan ini.

Pada waktu itu, candu dapat dibeli
dan diisap sambil tiduran di tempat-
tempat yang mendapat izin peme-
rintah, Kebanyakan langganan
tempat itu adalah orang-orang Cina-
totok yang sudah tua,

Sekarang, vang dinikmati tidak
hanya madat, melainkan segala jenis.
bahan yang mempur‘iyai dava bius,
dengan nama kumpulan @ narko-
tik atau narkotika. Pengguinaan nar-
kotik kini sudah melanda negara-
negara Baral dan beberapa negara
berkembang, dan karena pengguna-
an secara beriebih-lebihan dapat
berakibat fatal fxagi sipengguna dan




“ berakibat sampmgan dapat teriang-
‘garnya norma-norma yang berlaku
dalam ~'masyarakat,’

narkotik tanpa |zan

- Kebutuhan dan _ p_errnintaan
~akan ‘narkotik yang begitu besar,
. 'men}adskan harganya-sangat tinggi,

‘dan .- menumbuhkan ‘perdagangan
narkotak secara gelap 'yang tidak
mengenal batas negara.- -Perdagang-
an gelap ini dikuasai dan dikenda-
likan oleh sindikat: smdlkat _yang

untuk tujuannya memakai cara apa.

saja, dari yang lunak seperti : me-

nawarkan secara sembunya sembu-»
nyi, menyelundupkan sampai yang

keras seperti meiawan dengan senja-
ta, melakukan teror (narco-terror).
Mereka mempunyai tentaranya
sendiri untuk melawan tindakan pe-
nguasa {di Segi-tiga ‘Emas), dan
baru-baru ini sindikat kokain di Co-
lombia menculik dan membunuh
Jaksa Agung negara ini, :

- Di Indonesia, penyalah gunaan
narkotik di antara kaum remaja
meningkat pada tahun 60—an. Ke-
banyakan mengisap ganja, teiapi ti-
dak sedikit yang sudah meningkat
pada penggunan morfin atau hero-
in. Kelompok pemakal morfin atau
heroin ini berasal dari kalangan
berada, dan beberapa di antaranva
sampai meningga! karena pemakai-
an itu.

maka’* hampir -
semua negara’ meiarang perdagangan .

- Keadaan 'ini sudah mengkhawa—
tirkan, sehingga Presiden mengelu-
arkan instruksi {INPRES Ri:No..6
Tahun 1871 ianggal 8 September)
kepada Kepala BAK!N (Badan Ko-
ordinasi Intelijen Negara) ‘untuk
mengkoordmass i:ndakan-tmdakan
dan kegiatan- kegsatan badan -badan
atau-. mstruksr mstruks; yang ber-
sangkutan dengan narkatlk Berda-
sarkan INPRES ini d:bantuk Badan
Koordinasi Pelaksanaan in_strukm
Presiden No. 6 Tahun 1971, dising-

-BAKOLAK INPRES, -vang
mempunyaa Sub Team -’Narkotik_,
terdiri dari :

— Polri {Direktorat Reserse Nar*
kotik}; '
— Departemen Keuangaﬂ (thjen

Bea dan Cukai);

— Departemen Kehakiman iDit;en

Imigrasi).
~ ] Departemen Perhubungan (Dit-

jen Perhubungan Laut);

-~ Departemen Dalam Negeri;

— Departemen Penerangan;

— Departemen Pendidikan
Kebudayaan;

— Departemen Sosial; dan

— Departemen Kesehatan {Ditjen

Fharrnasi}.

Pada tahun 1872 Fakultas Hu-
kum Universitas Diponsgoro meng-
adakan seminar Kriminologi di Se-
marang, dengan judul "Narcotics
dan Juvenile Delinguency”. Benu-

dan




rut seminar ini, penggunaan narko~
tik disebabkan oleh :

“Faktor- ps:k}s al.

"':“-- Mencan kesenangan dan ke‘
gemblraan

 _-— Mencari i ;nsp:rasa o

- Meiankan diri dan kenyata~
B an;_'_ .. . :

~ ~'Rasa’ 'ihgin ' 't'éhu "'ine'niru,
Y mencoba dan sebagamya

£ Faktor sos:al~kulturai a.d.

—- Rasa setia-kawan; -
= Upacara Kpercayaan, adat;

— Tersedia dan . mudah dlpe-"

ngaruhi.
~ - Faktor medis,
— Untuk menghilangkan rasa
“malu, rasa segan, rasa ren-
dah diri, dan kecemasan

D:rektorat Reserse Narkotlka

. Polri menemukan faktor yang mem-

pengaruhi penyalah gunaan fiarko-

til :

— Ingin mengetahui atau ingin
mencoba;

— Ingin mengikuti arus seolah-
oleh sebagai mode;

— Ingin dianggap pemberani atau
jagoan di lingkungan pergaul-
annva;

- Pengaruh lingkungan;

— Frustrasi atau kekecewaan (aki-
bat keluarga tak harmonis; pu-
tus sekolah; putus cinta, dan

lain-lain).

Djamaluddin . Harahap - dalam
skripsinya : “Suatu- Tinjauan ‘ten-
tang Partisipasi Masyarakat dalam
Usaha ~mencegah Penyalahgunaan
Narkotik di indonesia” 1977, me-
nyebut sebagai. faktor-faktor . pen-
dukung penyalah gunaan na rkotik
. oleh
hyoidi 'lingkuri'_gan

— Kehilangan bimbingan: a

- orang - tua;
“'sekolah;

— Frustasi;dan -

— Pengaruh lingkungan pergau!an

: Penyalahgunaan narkotik ter~
dapat juga dikalangan orang dewa
sa. Hal ini ‘terbaca dari !aporan
BAPPENKAR JATIM (Badan :Pe_
laksana Penanggulangan Narkotika
dan Kenakalan Remaja Jawa Tl-
mur) yang menyebut sebab—sebab
penggunaan narkotik : '

— di kalangan remaja :
— ingin mengalami;
— mengelakkan atau menjaum
realitas;
— ingin merobah kepribadian-
riya..
— di kalangan orang dewasa :
— penvakit yang kronis;
— kebiasaan;
— frustasi; dan
—untuk  meningkatkan  ke-
sanggupan prestasi.

Penggunaan narkotik mempu-
nyai akibat-akibat negatif bagi. diri
pengguna, bagi kéluarganya dan ba-




gi lingkungannya. Penggura men-
jadi ketagihan narkotik, karenanya
ia mengabaikan kewajiban-kewajib-
an sgsialnys, da menjadi a-sosial
bahkan anti-sosial, ~mengabaikan
keluarganya dan teman-temannya,
dan ia  melalaikan  pekerizannya.
Disamping  it, iz mengalami ke-
munduran fisik, karena sefalu mem-
punyai kebutuhan untuk mening-
katkan dosis pemakainya. dan jugs
meningkat ke jenis vang lebih be-
rat, misalnva dari gania ke haroin,
sampai akhimve ia tidak beriahan
hidup. Akibat negatif bagi keluar-
ga adalah karena pecandu narko-
tik tidak segan-segan mencuri uang
atat barang keluarga untuk mem-
beli bahan narkotik yang harganya
sangat tinggi, dan bila pecandy Hu
secrang. perempuan, iidak segan-
segan untuk menjual diri agar men-
dapatkan uang untuk narketik. Se-
lanjutnya, lingkungan merasakan
akibat negatif dari pengauna narko-
tik, karena kebiasaannva mudah
menular kepada teman-teman seha-
yanva.

Pengatur perdagangan dan pe-
makaian narkotik baru mulal tzhun
1827 dengan keluarganya Ordonan-
si Cbat Bius {Verdoovende Midde-
ien Ordonnantiz) yang dimuat da-
lam  Stasisblad 1827 No. 278.
KUHP vang sudah ada pade wakiu
itu, tidak mengenal obat bius,
memuat hanyva minuman vang bi-

kin klevengan stau mabck (pasal
300, Ordonansi tersebutr pade
tahun 19786 dicabut dan diganti
dengan Undangundang Mo, 2 tahun
1976 tentang Narkotiks, karena su-
dah tidak memenuhi permintaan
zaman, valty tidak mengstur oem-
berian pelayanan kesehatan untuk -
usaha panyembuhan. st pencandu.

Undang-undang No. & iahun
1876 memuat materi vang sudah
digtur  oleh Ordonansi  tersebut
dengan memperberat ancaman pi-
dana, ditambah dengan pesal-paszal
yang menyangkut pengobatan dan
rehabilitasl pecandu obst bius, an-

tara fain :

Pasal 32, vang berbunyi !

(1) Ovang tua atau wali dari seorang
pecandu narkotika yvang beium
cukup umur waijlbh melaporkean
pecandu tersebut kepada peja-
bat vang ditunjuk oieh Men-
teri Kesehatan dan wajib mem-
bawanva kerumah sakit stau ke-
pada dokter vang terdskat un-
tun mendapatkan pengobatan
dan perawatan yang perlukan,

{2} Pecandu narkotika vang telah
cukup wmur walib melaporkan
diri kepada pelabat vang ditun-
juk oleh Menteri Kesehatan,

Pasal 33,

Hakim dalam memutus perkara




.p;?dana vang dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (7} dapat meme-

rintahkan yang bersalah {peng-
‘guna narkotika tanpa hak penu-
lis} untuk menjalani pengobatan

" dan perawatan atas biaya sendi-

I"!.'.

Pasal 34,

{1 ) Peﬁgobaaan dan perawatan pe~

gandu narkotika serta rehabili-

" tasi bekas pecanciu narkotika

(2) Pembentukan

dilakukan pada lembaga rehabi-
flitasi. '

..............

{(3) i}_éiam menyelenggarakan reha-

kilitasi ditkut sertakan sebanyak
mungkin lembaga-lembaga da-
lam masyarakat vyang berhu-
bungan dengan masalah  itu,
baik milik Pemerintah maupun
Swasta.

Dalam menanggulangi masalah

narkotik, tugas-tugas Polri adalsh

" dengan

Sebagal ﬁ&enegak hukum

Menindak pelanggaran-pelang-
garan terhadap Undang-undang
ientang narkotika, Untuk ind,
penyidik oleh pasal 26 diberi
tambahan wewenang membuka
cian memerikss  setiap barang
kKirirman melaiui pos dan alat-
alegt perhubungan lainnyva, yang
dicurigal mempunyal hubungan
perkara-perkara  yeang

_ahh

menyangkut narkotika vang se-
dang dalam penvidikan;

Sebagai pengayom |

Turut membaniu pe!ayanan ke-
sehatan untuk usaha penyem-
buhan pecandu narkot:k
dengaﬂ menyedikan seg;aia fasi-
iitas vang ada berikut tenaga
tenaga medis dan para
medls

Sebagal pemb;mbmg masvara*
kat

Menyadarkan masyarakat, ter-

utama kaum muda akan bzha-
va-bahava vang terkandung da-
lam penyalahgunaan narkotik
bagi diri sendiri, bagi masya-
rakat, dan bagi mass  depan
bangsa; dan mengajak para
orang iua untuk tetap meam-
periihatkan anak-anaknya.

Sebagai penutup dapat dikaia-

kan, bahwa :

1.

o

Pada hakekainva, setiap pe-
nyimpangan dari norma-norma
vang berlaku, bila sudah dila-
kukan orang banvak secara ber-
ulang, merupakan penvakit ma-
syarakat

Pefyakit masyarakat cenderung
urtuk meningkat, kualitetif ke-
rena pelaku-pelakunva  selalu
ingin  meningkatkan  posisinyea
menjadi lebin baik, lebib bera--




iebth enak_ !ebih nikmat,
":dan kuantttat!f karena ~sikap
~gan tim_gkah daku - yang: LN
‘bawa peningkatan status, beta-

- papun buruknya, mudah ditiru

o

. orang fain,

Ada Uenyakit masyai’akat ya

_"s\j_kar ﬁmaﬁakan, kerena dibu-
futhkan ssementara .anggota ma-
gyaraktosecara slamil-{prostiu.

si}, atau didukung orang-oarang

" berdazarkan susty kepercayaan
" {pengemisan). Pada sistem poli-

tik vang tidak ‘mengakui kate-

~gori penyakit ‘masyarakat ini

dan melarangnya dengan  an-

caman pidana “berat, terdapat

prakiek penyakit ini secara insi-
_denial "{ersembuﬂvg atau tfﬁgﬁ“
- lubung.

Polri dalam ‘mananggulangi. pe-
-r‘yakﬂ: masyarakat sukar me-
nemui satu pole, pemma&aﬁ_
mengingat jems~5_en;s ‘penyakit
ity mempunyal penyebab, mo-
“tif, sifat - dan. bentuk -tampak
“. masing -masing yang satu. sama
“lain jauh ber%r;e_c_s_a

5ekaispun

‘demikian, wntuk masing-masing
" jenis penyakitmasyarakat dapat

«dan periu dipergunakan . ke 3

fungsi, 4alah S

a. Selaku penegak hukum 1+
menindak semua peianggaran
hutkeum;

b. Selaku pengayom ¢ .

. memberi perlindungan kepa-
da korbandkorban karena
atau pada pernvakit ftu;

. Selaku pembimbing masyara-

kar

-_memmrkuat ketaharan '_._ms-

-syarakat terhadap segala jgnis

penyakit masvarakat .dan

menggairahkan kesediaannya

untuk turut menanggulana -

setiap penyakit i,
Penanggulangan penyakit ma-
syarakat di negara kita oleh Pol-
ri, sekalipun berorieniasi ke-
pada keamanan dan ketertiban
rnasvarakat, mutiak harus ber-
pegeng  pada Talsafah bangsa
kita Pancasila dan segaia @ema-
barsnnvya.

— PATROLI szvmm}q SEKOLAH (P.K.S) adalah partisipasi
spontan GENERASI MUDA dalam membantu menciprakan

TERTIB LﬁL{} LINTAS.

- BANTUL&_E_’; MREKA iiaiam menunaikan tugasnya.






